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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

A. Konsonan

dl

th

dh

‘ (mengahadap ke atas)

Tidak dilambangkan
B
T
Ta
J
H
Kh
D
Dz
R
Z
S
Sy
Sh
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Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk

penggantian lambang ¢.
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B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jémenjadi gala
i = kasrah 7 Jémenjadi gila
u = dlommah { Gsmenjadi diina

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = 5 Js#menjadi gawlun
ay = xamenjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbuathah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya Al Al )5\

menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat
yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan
dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut,

miasalnya 4es ) (58 4 menjadi fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (d\)dalam lafadh jalélah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut :

1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun



4. Billah ‘azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: &~ - syai’un S el - umirtu
o) - an-nav’un 033U ta’khudzina

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : <83 5 px gl A ) - wa innalillaha lahuwa khairar-

raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan
untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital
tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: Jewy ¥ a2 WLy = wamaa Muhammadun illa Rasdl

oAl ay Js) )= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka
huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : U:L)g C:\ﬂ 4 (< el = nasirun minallahi wa fathun qarib



Lxzan 1Y) 4l = Jillahi al-amru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Daniar, Tervani. (15230065) 2019. Implementasi Sistem Informasi Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur
Perspektif Konsep Masyarakat Madani, Skripsi. Hukum Tata Negara,
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Kata Kunci : Implementasi, Masyarakat Madani, Sistem Informasi Desa

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa
berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang
dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa
yang dimaksud dikembangkan oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh
masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Dalam Pasal 86 Ayat 3
menyebutkan sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat
lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pemerintah Desa Bukur terbukti belum melaksanankan peraturan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah mendriskripsikan : 1) Impementasi sistem
informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.2) Sistem
informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dalam
perspektif konsep masyarakat madani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukur
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Dalam pengumpulan data dilakukan
wawancara kepada Perangkat Desa Bukur dan masyarakat Desa Bukur.
Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian,
pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari implementasi sistem
informasi desa di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri: 1)
Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur masih jauh dari idealitas
ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2)
Implementasi sistem informasi desa di Desa Bukur belum memenuhi unsur-unsur
masyarakat madani secara sepenuhnya, yakni egalitarianisme, keterbukaan,
penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan kemajemukan. Namun dalam hal
musyawarah pemerintah Desa Bukur beserta masyarakat Desa Bukur telah
memenuhi unsur tersebut.
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ABSTRACT

Daniar Tervani, 15230065, 2015. The Implementation Of Village Information
System According To Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 In Bukur
Village Perspective Of The Concept Of Civil Society. A Thesis.
Constitutional Law Department, Sharia Faculty,State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S. HI, MH.

Key terms: Implementation, Civil Society, Village Information System

Article 86 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages that villages are
entitled to access information through village information systems developed by
the Regency / City Government. The village information system in question was
developed by the village government and can be accessed by the community and
all stakeholders. Article 86 Paragraph 3 states that the village information system
includes hardware, software, network and human resources facilities. In this
regard, the Bukur Village Government has proven to have not implemented the
regulation.

The focus of this research is to describe: 1) Implementation of village information
systems in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency. 2) Village
information system in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency in the
perspective of civil society concepts.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical research
approach. This research was conducted in Bukur Village, Kandangan District,
Kediri Regency. In collecting data, interviews were conducted with the Bukur
Village Officials and the Bukur Village community. Data processing is done by
editing, classification, proof then analyzed to get conclusions.

Research results obtained from the implementation of village information systems
in Bukur Village, Kandangan District, Kediri Regency: 1) The implementation of
village information systems in Bukur Village is still far from the ideality of the
provisions of Article 86 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages. 2) The
implementation of the village information system in Bukur Village has not fully
complied with the elements of civil society, namely egalitarianism, openness, law
enforcement and justice, tolerance and pluralism. However, in terms of
deliberations the government of Bukur Village and the people of Bukur Village
have fulfilled these elements.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mengamanatkan pengembangan sistem informasi desa demi membuka
akses informasi dari dan hingga tingkat desa, yang terhubung atau
berjaringan secara berjenjang dengan sistem pemerintahan di level
nasional. Sistem informasi desa diharapkan dapat mendorong kemajuan
desa dengan mengoptimalisasikan potensi lokal. Proses penyelenggaraan

pemerintahan ditingkat pusat hingga tingkat desa harus dapat membangun



atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban
misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan.
Keberadaan pemerintahan desa dan birokrasi pada hakekatnya adalah
untuk menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat desa.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang dimaksud
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yakni meliputi  mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan ~ pemerintahan  desa, mempercepat  peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Desa.' Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan desa diperlukan sebuah sistem untuk membantu
desa dalam melakukan pemetaan data penduduk, perencanaan
pembangunan dan pemetaan situasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem
Informasi Desa sebagai sebuah sistem kemudian diterapkan untuk
memenuhi kebutuhan pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.
Sistem informasi profil desa tersebut dapat menyediakan data dasar

keluarga, data potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

! Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)



kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan
kendala yang di hadapi desa.

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa berhak
mendapatkan akses informasi melalui sistem infomasi Desa yang dapat
diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.? Terkait
dengan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan
Pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86
Pemerintah Desa diharapkan dapat menyediakan akses informasi melalui
sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dimanapun
berada. Adanya sistem informasi desa tentu berdampak pada
mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Indonesia  menganut  sistem demokrasi.Penyelenggaraan
pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan
akuntabel.® Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa
diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal
dan eksternal, badan peradilan, pers dan masyarakat. Akuntabel artinya
penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada
publik.* Pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel. Semua hal

terkait dengan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh Camat,

?Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

*Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Mekanisme Akuntabilitas, (Malang: Wisma Kalimetro, 2012), 9

*Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jakarta : Erlangga,
2011), 95



Inspektorat Kabupaten, badan peradilan, pers, BPK dan yang terpenting
yakni masyarakat desa. Pemerintah desa tidak boleh menutup-nutupi
penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu pemerintah desa juga
harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya
kepada pemerintah atasan, BPD dan Masyarakat.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada sistem informasi desa di
desa Bukur kecamatan Kandangan kabupaten Kediri yang masih jauh dari
idealitas ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebab
hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa ketransparanan
informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan data desa, data
Pembangunan desa, program kerja Pemerintah Desa tidak dapat diakses
dengan mudah. Data desa ketika diakses terkait profil desa, susunan
Pemerintah Desa dan keadaan masyarakatnya belum ditemui informasi
terkait website desa. Pemerintah Desa dalam menjalankan program kerja
belum maksimal karena masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan
program terkait pembangunan desanya hal ini tentu saja akan kurangnya
transparansi informasi terkait pembangunan desa kepada masyarakat
sekitar. Selama ini banyak program yang dirasa kurang melibatkan
masyarakat  yang menjadi subyek pembangunan, dalam
pengimplementasiannya masyarakat merasa bahwa program tersebut

kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.



Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan sikap apatisme
masyarakat desa terhadap program kerja pemerintah desa. Apabila
implementasi sistem informasi desa di desa Bukur sudah sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentu hal seperti ini dapat teratasi karena akses informasi oleh
masyarakat desa salah satunya terkait dengan program kerja pemerintah
desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan masyarakat dapat
menyampaikan aspirasi dengan mudah melalui sistem informasi tersebut
yang kemudian dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah desa. Pada dasarnya
masyarakat akan lebih mempercayai program kerja pemerintah desa
apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya
karena mereka akan lebih mengetahui terkait dengan seluk beluk program
kerja yang akan dilakukan pemerintah desa selanjutnya.

Implementasi sistem informasi desa membuka peluang sekaligus
tantangan bagi desa. Ada dua hal utama yang perlu disoroti yakni kapasitas
sumber daya manusia serta kesiapan dan ketersediaan sarana prasaran di
tingkat desa. Sebagai sebuah sistem yang mendorong pemerataan akses
informasi dari dan untuk desa, sistem informasi desa harus dapat
dimanfaatkan secara optimal baik untuk keperluan internal yang dapat
menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa maupun untuk
keperluan jejaring eksternal dalam rangka ~memasarkan dan

mengembangkan potensi desa secara lebih luas.



Sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola sistem
informasi desa yang tidak hanya dihadapkan pada persoalan penguasaan
teknologi saja tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan
teknologi yang ada demi menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi
kemaslahatan masyarakat desa. Desa bukur dalam menjalankan sistem
informasi desa masih ada sebagian yang bersifat manual yang sebagian
datanya masih berbentuk fisik buku. Seiring dengan perkembangan
teknologi, dalam sistem manual seperti ini menimbulkan beberapa kendala
yang dialami seperti membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan
data dengan cara manual, sulitnya pencarian data spesifik terkait dengan
data desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk
meneliti dengan judul skripsi “Implementasi Sistem Informasi Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Konsep
Masyarakat Madani (Studi Di Desa Bukur Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri)”

. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut
lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan
penelitian akan tercapai. Desain penelitian ini penulis membatasi

penelitian pada ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Tentang Desa dan di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten
Kediri.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi sistem informasi desa menurut ketentuan
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?

2. Bagaimanakah sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri dalam perspektif konsep masyarakat
madani?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian
ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi desa menurut
ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa
Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui sistem informasi desa di Desa Bukur Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri dalam perspektif konsep masyarakat

madani.



E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran
yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum kedepannya
guna mewujudkan pelaksanaan sistem informasi desa sesuai
dengan Undang-Undang Nopmor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menjadi landasan teori kajian atau penelitian lebih lanjut pada
bidang ilmu hukum. Khususnya terkait tentang implementasi

sistem informasi desa.

2. Manfaat Praktis.

a.

Memberi pemahaman bagi pemerintahan Desa terkait
pelaksanaan sistem informasi desa sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberi
manfaat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem
informasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif konsep masyarakat

madani.

F. Definisi Operasional

Penelitian berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bukur Perspektif Konsep

Masyarakat Madani. ”Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing



variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan

tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan

mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai
berikut:

1. Implementasi: Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang telah disusun secara cermat, matang dan terperinci yang mengacu
pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari
dilaksanakannya kegiatan atau rencana tersebut.’lmplementasi sistemn
informasi desa juga dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan baik oleh perangkat desa, msayarakat desa, pemerintah
kabupaten hingga pemerintah pusat yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 86
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Sistem Informasi Desa :Suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat
kerja atau alat yang dibangun untuk mendukung peran pemerintah di
tingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya yang dimiliki
terkait dengan transparansi yang dibutuhkan masyarakat desa meliputi
data desa, data pembangunan desa, program kerja pemerintah desa.
Sistem informasi desa terdiri dari berbagai bagian yang merupakan
himpunan dari perangkat berbasis tekhnologi dan perangkat sosial yang

dikelola dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa.® sistem

*Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012) , 65

® Ejournal Pemerintah Integratif, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan
Kecamatan Tana Lia, 351
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informasi desa yang dikembangkan di Desa Bukur Kecamatan
Kandangan Kabupaten Kediri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 86
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Desa Bukur : Desa Bukur adalah salah satu desa yang berada di
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Desa ini memiliki jumlah
penduduk sebanyak 1199 jiwa dan luas wilayah + 118 hektar m?
Wilayah desa Bukur terbagi menjadi dua dusun yakni Dusun Bukur dan
Dusun Sentul, yang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil
menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). ’

4. Perspektif : Kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai
dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang
sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam
situasi tertentu.®

5. Konsep Masyarakat Madani :Serangkaian pernyataan yang berkaitan
dengan masyarakat berperadaban yang meneladani sikap Nabi
Muhammad dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang
diimbangi dengan iman, ilmu serta teknologi.’Perspektif masyarakat
madani di Indonesia dapat dirumuskan secara sederhana, Yyaitu
membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan

landasan tagwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan yang

"Pedoman Profil Desa Bukur (Bukur 17 Mei 2019)

Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012) , 65

® Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999) , 163
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Maha Esa.’® Di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mencerminkan
masyarakat madani yakni egalitarianisme, keterbukaan, penegakan

hukum dan keadilan, toleransi dan kemajemukan, musyawarah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima (5)
bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang gunanya untuk
lebih menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang di teliti.
Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab beserta pokok

pembahasannya adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa
sub bab seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

! Latar belakang pada

manfaat penelitian, sistematika pembahasan.*
penelitian ini menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan
masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah terdiri dari dua pertanyaan
yang dirumuskan secara singkat, jelas dan padat. Tujuan penelitian
menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan
berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk

kepentingan pengembangan teori dan/praktik, dan pengembangan

pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagi

°Sufyanto, Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Nurcholish Madjid,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 120

“'Dr. Roibin, M.HI dkk, Pedoman Penulisan Karya IImiah Tahun 2015, (Malang, Fakultas
SyariahUIN Malang, 2015), 25
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masyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan

skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka
teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang
penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan
kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan/atau konsep-
konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis

masalah.

Bab 111 Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari beberapa
hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data, dan metode

pengolahan data.

Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini
akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data

sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
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Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan
saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian
yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang

telah ditetapkan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini adalah untuk
menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu
penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan
demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan

secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang di maksud adalah:

14
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Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh
Novia Safitri tahun 2018 dengan judul penelitian adalah “Peran Aparatur
Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa
Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten

2 penelitian ini hanya berfokus pada pelayanan publik yang

Jombang
dilakukan oleh aparatur desa terhadap masyarakat yang mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan
dari pemerintah, dam pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara optimal. Perbedaan penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Novia Safitri berfokus pada pelayanan
publik yang dilakukan oleh aparatur desa melalui aplikasi sistem informasi
desa berbasis website yang sudah ada guna terpenuhinya hak setiap
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Jika penelitian yang
sekarang berfokus pada implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa yakni bagaimana implementasi sistem informasi

desa di desa Bukur apakah sudah berjalan dengan baik terkait dengan

transparansi pemberian informasi kepada masyarakat dan akuntabilitas

12 «“peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa
Berbasis Website Di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang” http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/70615 diakses pada tanggal 09 Maret 2019



http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/70615
http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/70615
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yang di miliki oleh pemerintah desa dalam pelayanan terkait informasi
desa. Mengingat undang-undang desa telah di tetapkan sejak tahun 2014
hingga kini tahun 2019 bagaimanakah penerapannya.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rico
Renaldy Polii pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Analisa dan
Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Goverenment
to Citizien”."® Penelitian ini berfokus pada Perancangan sistem informasi
desa yang berbasis web. Penelitian ini dimaksudkan agar pemerintah desa
dapat memberikan informasi tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat
nilainya atau akurat dan dapat dipakai oleh pemerintah desa sebagai mitra
serta membantu proses kerja pemerintah yang lebih singkat. Perbedaan
dengan penelitian ini adalah penelitian yang sekarang berfokus pada
sejauh mana implementasi sistem informasi desa yang sesuai dengan
ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Bukur
berkembang. Kemudian apasaja kendala yang dihadapi pemerintah desa
hingga saat ini implementasi sistem informasi desa belum maksimal.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Desi
Susilowati Paryanta dengan judul penelitian “Website Desa Jetis Untuk

9914

Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana Desa”" pada tahun

2015. Penelitian ini berfokus pada pembuatan sistem informasi desa yang

13

‘Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Goverenment to

Citizien” https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/17789 diakses pada
tanggal 09 Maret 2019

' «“Website Desa Jetis Untuk Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana
Desa”http://jurnal.stmik-aub.ac.id/index.php/goinfotech/article/view/50 diakses pada tanggal 09
April 2019



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/17789
http://jurnal.stmik-aub.ac.id/index.php/goinfotech/article/view/50
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disajikan dalam sebuah aplikasi agar penataan informasi di desa jetis
terkait dengan data penduduk dan dana desa dilakukan secara teratur, jelas
dan tepat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah jika
penelitian ini berfokus pada bagaimana pembuatan aplikasi tepat guna
untuk data kependudukan dan dana desa untuk desa Jetis, sedangkan
penelitian yang sekarang ini berfokus pada bagaimnakah implementasi
sistem informasi desa menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa dan apasaja faktor-faktor penghambat implementasi
pasal tersebut serta bagaimana sistem informasi d